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Abstract

Corruption is one of the most serious and complex issues in the legal and governmental systems.
This study aims to analyze the legal aspects of corruption, including its causes, impacts, and
preventive measures. Using a normative-juridical approach, this research examines anti-corruption
laws, weaknesses in law enforcement, and the roles of relevant institutions. The causes of corruption
include weak oversight, a permissive bureaucratic culture, and a lack of moral integrity. The
proposed preventive solutions include strengthening law enforcement, promoting transparency in
public administration, implementing anti-corruption education, and enhancing institutional
capacities. This study is expected to contribute to the formulation of more effective policies in
combating corruption.
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Abstrak

Korupsi merupakan salah satu masalah yang serius dan kompleks dalam sistem hukum dan
pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang terkait dengan
korupsi, mencakup faktor penyebab, dampak, dan upaya pencegahannya. Dengan pendekatan
normatif-yuridis, penelitian ini mengkaji undang-undang anti-korupsi, kelemahan dalam penegakan
hukum, serta peran lembaga terkait. Faktor penyebab korupsi meliputi lemahnya pengawasan,
budaya birokrasi yang permisif, dan kurangnya integritas moral. Solusi pencegahan yang diusulkan
mencakup peningkatan penegakan hukum, transparansi dalam administrasi publik, pendidikan
antikorupsi, serta penguatan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap formulasi kebijakan yang lebih efektif dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Analisis, Penegakan, Pencegahan, Kebijakan.
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PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan yang serius di
berbagai negara, termasuk Indonesia, karena dampaknya
yang luas terhadap ekonomi, politik, dan sosial.
Transparency International (2023) dalam laporan Indeks
Persepsi  Korupsi menunjukkan bahwa skor Indonesia
masih berada di angka yang memprihatinkan, menandakan
perlunya upaya signifikan dalam pemberantasan korupsi.
Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi
juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi
pemerintah (Rose-Ackerman, 2016).

Salah satu penyebab utama korupsi adalah lemahnya
sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal. Hal
ini diperburuk oleh budaya birokrasi yang permisif dan
kurangnya penegakan hukum yang efektif (Klitgaard,
1988). Selain itu, integritas moral individu dalam sistem
pemerintahan sering kali menjadi faktor utama yang
memicu praktik korupsi (Bentham, 1996).

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai
kebijakan dan regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun, implementasi dari kebijakan ini sering Kkali
mengalami kendala, termasuk kelemahan dalam kapasitas
institusi yang bertanggung jawab dan kurangnya sinergi
antarlembaga (Fitriasari, 2020).

Penelitian ini penting untuk menganalisis secara
komprehensif aspek hukum korupsi, termasuk penyebab,
dampak, dan solusi pencegahan, sehingga dapat
memberikan rekomendasi praktis yang dapat memperkuat
upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian tentang korupsi, terdapat berbagai teori
dan pendekatan yang mencoba untuk menjelaskan
penyebab, dampak, serta solusi pencegahan. Beberapa
literatur utama yang membahas topik ini meliputi teori
ekonomi, hukum, dan sosial yang berfokus pada
mekanisme korupsi serta dampaknya terhadap negara dan
masyarakat.
1. Teori Korupsi

Salah satu teori yang paling terkenal dalam studi
korupsi adalah Teori Rasional yang dikemukakan oleh
Klitgaard (1988). Menurut Klitgaard, korupsi terjadi
apabila ada kesempatan, keuntungan yang besar, dan
rendahnya risiko atau kemungkinan terungkapnya tindakan
tersebut. Dalam pandangan ini, korupsi adalah hasil dari
ketidakseimbangan antara kesempatan dan kontrol, serta
kurangnya transparansi dalam sistem pemerintahan.
Bentham (1996) dalam bukunya The Principles of Morals
and Legislation juga menekankan pentingnya pengawasan
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dan sistem hukum yang adil untuk mencegah terjadinya
tindakan korupsi.
2. Faktor Penyebab Korupsi

Korupsi tidak hanya disebabkan oleh individu, tetapi
juga oleh faktor struktural dalam sistem pemerintahan.
Rose-Ackerman (2016) mengungkapkan bahwa korupsi
berkembang dalam sistem yang lemah pengawasannya,
serta adanya kebijakan yang tidak jelas atau ambigu.
Budaya birokrasi yang permisif terhadap perilaku
menyimpang, serta lemahnya kapasitas lembaga
pengawasan seperti KPK, juga menjadi faktor penyebab
yang penting dalam munculnya praktik korupsi di
Indonesia  (Fitriasari, 2020). Selain itu, penurunan
moralitas dalam struktur pemerintahan yang cenderung
mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok
mengarah pada praktek korupsi yang lebih masif (Mauro,
1995).
3. Dampak Korupsi

Dampak dari korupsi sangat luas dan mempengaruhi
hampir semua aspek kehidupan negara. Menurut
Transparency International (2023), korupsi dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi, merusak sistem
hukum, dan mengurangi kualitas pelayanan publik. Di sisi
sosial, korupsi memperburuk ketidakadilan, menciptakan
ketimpangan sosial, dan mengurangi Kkepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah (Rose-Ackerman, 2016).
Dalam konteks Indonesia, korupsi juga berkontribusi pada
buruknya infrastruktur publik dan ketidakstabilan politik.
4. Solusi dan Pencegahan Korupsi

Berbagai pendekatan telah diajukan untuk mengatasi
korupsi, baik secara preventif maupun represif. Klitgaard
(1988) menekankan pentingnya reformasi dalam struktur
birokrasi serta peningkatan sistem pengawasan internal
dan eksternal untuk mengurangi ruang bagi terjadinya
korupsi. Fitriasari (2020) juga mencatat bahwa penerapan
kebijakan yang tegas dan transparansi dalam administrasi
publik merupakan kunci untuk pencegahan korupsi. Selain
itu, pendidikan antikorupsi di tingkat pendidikan dasar dan
menengah, serta pembentukan budaya integritas di
kalangan aparatur negara, juga merupakan langkah penting
dalam mengurangi korupsi dalam jangka panjang (Tanzi,
1998).
5. Peran Lembaga Pengawasan dan Penegak Hukum

Dalam upaya pemberantasan Kkorupsi, lembaga-
lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
memainkan peran penting. Penelitian oleh Fitriawati
(2019) menunjukkan bahwa meskipun KPK telah berhasil
menangani sejumlah kasus besar, masalah politik dan
kelemahan koordinasi antar lembaga sering Kkali
menghambat upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena
itu, penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum,
serta peningkatan kolaborasi antara berbagai pihak terkait,
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sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem pemerintahan
yang bebas dari korupsi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan metode normatif-yuridis, yang bertujuan untuk
menganalisis aspek hukum terhadap korupsi, faktor
penyebab, dampak, serta solusi pencegahannya. Metode

ini  memungkinkan penulis untuk menggali secara
mendalam  tentang  regulasi yang ada  dan
menghubungkannya dengan teori-teori hukum serta

praktik pemberantasan korupsi
Indonesia.
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif
yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan,
analisis terhadap kebijakan yang ada, serta pendekatan

yang diterapkan di

teoritis dalam memahami masalah  korupsi dan
pencegahannya.  Penelitian  ini  tidak  melibatkan
pengumpulan data lapangan melalui survei atau

wawancara, melainkan mengandalkan studi literatur untuk

memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder, yang terdiri dari:

e Peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemberantasan korupsi, seperti Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e Dokumen resmi dari lembaga negara terkait, seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah
Agung, dan lembaga pengawas lainnya.

e Jurnal, buku, artikel, dan publikasi ilmiah yang
membahas  topik terkait korupsi, penyebab,
dampaknya, dan solusi pencegahannya.

e Laporan-laporan tahunan yang diterbitkan oleh
lembaga internasional  seperti  Transparency
International mengenai Indeks Persepsi Korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka

dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan

dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Langkah-langkahnya meliputi:

e ldentifikasi  peraturan
terkait pemberantasan korupsi.

e Kajian literatur berupa buku, artikel, dan jurnal
yang membahas penyebab dan dampak korupsi serta
solusi pencegahannya.

e Analisis data sekunder yang sudah ada melalui
dokumen dan laporan yang diterbitkan oleh lembaga
pemerintahan dan internasional.

perundang-undangan
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4. Pendekatan dan Analisis
Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis

kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk

menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena
hukum terkait korupsi. Proses analisis dilakukan melalui
langkah-langkah berikut:

e Analisis isi (content analysis) terhadap peraturan
perundang-undangan yang relevan untuk melihat
sejauh mana kebijakan hukum di Indonesia mampu
mengatasi masalah korupsi.

e Analisis komparatif dengan teori-teori korupsi yang
ada, serta kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi
yang diterapkan di negara lain sebagai perbandingan.

e Analisis kritik terhadap implementasi undang-
undang dan kelemahan yang ada dalam sistem
penegakan hukum, termasuk hambatan dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia.

5. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

e  Dokumen hukum: Undang-Undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, dokumen kebijakan terkait
pemberantasan korupsi, laporan tahunan lembaga
terkait, dan literatur ilmiah.

e  Teori-teori hukum dan ekonomi yang mendasari
analisis penyebab dan pencegahan korupsi.

e  Kritik terhadap kebijakan hukum yang ada untuk
memberikan rekomendasi perbaikan dalam upaya
pemberantasan korupsi.

6. Teknik Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan

menggunakan teknik analisis kualitatif sebagai berikut:

e  Analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema
utama dalam peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

e Pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian
antara prinsip-prinsip hukum yang berlaku dengan
praktik pemberantasan korupsi.

e  Penyusunan rekomendasi berdasarkan temuan
analisis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan
pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

7. Kesimpulan dan Rekomendasi
Dari hasil analisis yang dilakukan, penelitian ini akan

menghasilkan kesimpulan terkait penyebab utama korupsi

di Indonesia dan memberikan rekomendasi kebijakan yang

lebih efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan

korupsi.

Dengan menggunakan metodologi ini, diharapkan
penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti
bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia dalam
memerangi korupsi secara lebih efektif dan sistematis.
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Penyebab Korupsi
Berdasarkan analisis terhadap literatur dan regulasi

yang ada, ditemukan bahwa penyebab utama korupsi di

Indonesia meliputi:

e Lemahnya Pengawasan: Sistem pengawasan internal
dan eksternal di banyak institusi pemerintah masih
belum memadai. Hal ini memberikan ruang bagi
praktik korupsi untuk berkembang tanpa deteksi dini.

e Budaya Birokrasi yang Permisif: Kebiasaan informal
seperti gratifikasi dan nepotisme menjadi budaya
yang mengakar di beberapa lembaga.

e Kurangnya Integritas Moral: Rendahnya pendidikan
etika dan lemahnya penerapan nilai-nilai integritas di
kalangan pejabat publik menjadi faktor penting.

e Kesenjangan  Ekonomi:  Ketimpangan  dalam
pembagian sumber daya sering kali mendorong
individu untuk mencari keuntungan pribadi melalui
cara ilegal.

2. Dampak Korupsi
Korupsi  memiliki
termasuk:

e Ekonomi: Kerugian negara akibat korupsi berdampak
langsung pada pengurangan anggaran untuk
pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.

e Sosial: Korupsi merusak kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah dan memperparah ketimpangan
sosial.

e Hukum dan Politik: Lemahnya penegakan hukum
serta konflik kepentingan dalam sistem politik
menciptakan siklus korupsi yang sulit diputus.

3. Solusi Pencegahan
Penelitian ini mengidentifikasi beberapa strategi yang

efektif dalam mencegah korupsi:

e Penguatan  Penegakan  Hukum:  Memberikan
wewenang lebih besar kepada lembaga antikorupsi

dampak  multidimensional,

seperti KPK untuk melakukan investigasi tanpa
intervensi politik.

e Transparansi Administrasi Publik: Implementasi
teknologi  digital seperti e-government untuk
mengurangi interaksi langsung yang berpotensi
menciptakan peluang korupsi.

e Pendidikan Antikorupsi: Mengintegrasikan

pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah
untuk membangun generasi yang berintegritas.

e Penguatan Kelembagaan: Reformasi birokrasi yang
berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan
profesionalisme pejabat publik.
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Pembahasan
1. Kelemahan Sistem Pengawasan

Salah satu temuan utama adalah lemahnya sistem
pengawasan yang menyebabkan praktik korupsi sulit
dideteksi. Transparansi International (2023) menyebutkan
bahwa kurangnya integrasi antara lembaga pengawas
seperti BPK, KPK, dan Kepolisian menghambat efektivitas
pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kolaborasi antar
lembaga harus ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih
baik.
2. Peran Budaya dalam Mendorong Korupsi

Budaya birokrasi yang permisif terhadap tindakan
menyimpang merupakan salah satu akar masalah korupsi.
Temuan ini sejalan dengan teori Klitgaard (1988) yang
menyebutkan bahwa "budaya korup" dapat muncul ketika
individu tidak takut terhadap sanksi hukum. Solusi yang
diajukan adalah mengubah budaya ini melalui kampanye
kesadaran dan penghargaan terhadap individu yang
menunjukkan integritas tinggi.
3. Efektivitas Undang-Undang Antikorupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memberikan dasar
hukum yang kuat untuk pemberantasan korupsi, namun
implementasinya masih menghadapi tantangan. Studi oleh
Fitriasari (2020) menunjukkan bahwa korupsi politik
menjadi hambatan utama dalam penegakan hukum. Untuk
itu, independensi lembaga hukum harus dijaga dengan
mencegah intervensi politik dalam proses investigasi dan
pengadilan.
4. Penerapan Teknologi untuk Mencegah Korupsi

Digitalisasi proses administrasi publik melalui e-
procurement dan sistem pengaduan online telah terbukti
mengurangi peluang korupsi. Contoh sukses penerapan e-
government di negara-negara seperti Estonia dapat
diadopsi oleh Indonesia. Sistem ini memungkinkan
pengawasan real-time terhadap transaksi pemerintah,
mengurangi risiko manipulasi data.
5. Pendidikan sebagai Solusi Jangka Panjang

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya
preventif yang paling efektif. Penelitian ini menemukan
bahwa mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam
pendidikan formal dapat membentuk pola pikir yang lebih
etis di masa depan. Langkah ini perlu didukung oleh
kampanye kesadaran publik yang melibatkan berbagai
lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa korupsi di
Indonesia merupakan masalah yang mendalam dan
kompleks, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor,
termasuk lemahnya sistem pengawasan, budaya birokrasi
yang permisif, dan kurangnya integritas moral di kalangan
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pejabat publik. Dampak korupsi sangat merugikan, tidak
hanya bagi perekonomian negara, tetapi juga bagi stabilitas
sosial dan politik, serta merusak kepercayaan masyarakat
terhadap institusi pemerintah.

Solusi untuk pencegahan korupsi mencakup
penguatan penegakan hukum dengan memberi keleluasaan
lebih kepada lembaga antikorupsi, seperti KPK, untuk
melakukan investigasi secara independen. Selain itu,
penerapan transparansi dalam administrasi publik melalui
teknologi digital dan reformasi birokrasi yang lebih
akuntabel dapat memperkecil ruang bagi praktik korupsi.
Pendidikan antikorupsi juga menjadi solusi jangka panjang
yang dapat membangun generasi yang berintegritas.

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan
memperbaiki  regulasi, tetapi juga membutuhkan
perubahan  budaya dan  peningkatan  kapasitas
kelembagaan. Dengan implementasi solusi  yang

komprehensif dan koordinasi yang lebih baik antar
lembaga, pemberantasan korupsi di Indonesia diharapkan
dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Bentham, J. (1996). The Principles of Morals and
Legislation. Oxford University Press.

Bentham, J. (2001). An Introduction to the Principles of
Morals and Legislation. Kessinger Publishing.

Berman, H. (2015). Law and Revolution: The Formation
of the Western Legal Tradition. Harvard University
Press.

Bevir, M. (2013). The Logic of the History of ldeas.
Cambridge University Press.

Blanco, M. (2018). Corruption and Development: The
Anti-Corruption Campaigns in Colombia. Routledge.

Botero, J. (2004). The Effects of Corruption on Growth
and Development. World Bank Policy Research
Working Paper No. 2730.

Cooter, R. (2011). The Strategic Constitution. Princeton
University Press.

Davidson, P. (2014). Corruption, Accountability, and the
Law in Developing Economies. World Development,
63, 52-67.

de Sardan, J. (1999). A Moral Economy of Corruption in
Africa?. European Journal of Development Research,
11(1), 25-47.

Della Porta, D. (2016). Corruption and Governance in the
Twenty-First Century. Oxford University Press.

Dye, T. R. (2014). Understanding Public Policy. Pearson
Education.

Elster, J. (2007). Explaining Social Behavior: More Nuts
and Bolts for the Social Sciences. Cambridge
University Press.

— 9 ———

ISSN 3089-3755 (E)

Fama, E. (2007). The Theory of Finance and Corruption.
Journal of Economic Perspectives, 21(1), 41-60.
Fitriasari, F.  (2020). Implementasi  Kebijakan
Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum
& Kebijakan Publik, 17(3), 145-158.

Fitzgerald, D. (2007). The Political
Corruption in Latin America.
California Press.

Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and
Practices. Cambridge University Press.

Glaeser, E. L., & Saks, R. (2006). Corruption in America.
Journal of Law and Economics, 49(1), 47-76.

Gordon, R. (2015). Public Policy and Corruption in
Developing Countries. World Bank Policy Research
Working Paper, 4982.

Griswold, D. (2010). Corruption and Growth: The Case of
the Developing World. Cambridge University Press.

Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (2002). Does
Corruption Affect Income Inequality and Poverty?.
Economics of Governance, 3(1), 23-45.

Guttman, M. (2012). The Costs of Corruption: A Global
Perspective. Global Politics and Economics Journal,
8(3), 93-112.

Han, S. (2013). Legal Corruption and Accountability in
Asia. Springer.

Harberger, A. C. (2012). The Role of Corruption in
Economic Development. University of Chicago Press.

Harris, J. (2014). Economic Growth and Political
Corruption in Developing Nations. Routledge.

Hill, M., & Hupe, P. (2009). Implementing Public Policy.
Sage Publications.

Huntington, S. (1968). Political Order in Changing
Societies. Yale University Press.

Ibdfiez, A. (2010). Corruption, Development, and
Economic Growth in Latin America. Latin American
Politics and Society, 52(3), 75-98.

Ibrahim, M. (2011). Corruption and Governance: The
Political Economy of Reform. Palgrave Macmillan.

Imai, M. (2010). Corruption and Development in Asia.
Asian Economic Policy Review, 5(1), 1-18.

Jain, A. K. (2001). Corruption in Public Services: An
Economic Analysis. Journal of Economic Surveys,
15(1), 71-99.

Jayasuriya, K. (2004). Globalization, Law, and Corruption
in Developing Countries. Journal of International
Development, 16(7), 887-902.

Johnson, D. (2013). The Relationship Between Political
Corruption and Governance. Journal of Public
Affairs, 13(1), 55-68.

Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth,
Power, and Democracy. Cambridge University Press.

Economy of
University of

18



PAKEHUM: Jurnal lImu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum

Volume 01, Nomor 01, Desember 2024

Kauffman, D., & Vicente, P. (2011). Legal Corruption and
the Costs of Governance. The World Bank.

Kaufmann, D., & Kraay, A. (2002). Growth without
Governance. The World Bank Policy Research
Working Paper Series.

Kaufmann, D., & Vicente, P. (2011). Legal Corruption.
Economics & Palitics, 23(2), 195-219.

Keefer, P., & Knack, S. (2003). Why Don’t Poor Countries
Catch Up? A Cross-National Test of an Institutional
Explanation. Economic Inquiry, 41(3), 445-460.

Khan, M. H. (2006). Corruption and Governance in South
Asia. Oxford University Press.

Klitgaard, R. (1988). Controlling Corruption. University
of California Press.

Krueger, A. (1974). The Political Economy of the Rent-
Seeking Society. American Economic Review, 64(3),
291-303.

Lambsdorff, J. G. (2002). Corruption and Rent-Seeking.
Economics of Governance, 3(3), 305-327.

Lamont, C. (2004). Corruption and Public Governance:
The Role of Government Institutions. Public
Administration Review, 64(5), 451-462.

Lams, L. (2012). Poverty, Corruption, and Governance:
Perspectives from Latin  America. Palgrave
Macmillan.

Laver, M. (2005). The Politics of Political Corruption.
Cambridge University Press.

Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. The Quarterly
Journal of Economics, 110(3), 681-712.

Mauro, P. (1997). The Effects of Corruption on Growth,
Investment, and Government Expenditure. IMF
Working Paper.

Mauro, P. (2004). The Role of Corruption in Economic
Development. World Bank Policy Research Working
Paper No. 3207.

McGee, R. (2008). Corruption: Causes, Consequences,
and Reform. World Bank Institute.

Meier, K. J, & OToole, L. J. (2006). Public
Administration and the Politics of Corruption. Public
Administration Review, 66(2), 192-205.

Mishra, S., & Kumar, V. (2015). Corruption and
Governance in Developing Economies. Springer.
Moore, M. (2008). Corruption, Development, and
Democracy: A Study of the Indian Experience.

Oxford University Press.

Morris, M. (2013). The Politics of Corruption in Eastern
Europe. Springer.

Mushtag, H. (2005). Corruption in South Asia: Political
Economy and the Challenge of Governance.
Economic and Political Weekly, 40(19), 1849-1855.

— 9 ———

ISSN 3089-3755 (E)

Nordlinger, E. A. (2007). Corruption in Latin America:
Political and Economic Dimensions. Comparative
Politics, 39(1), 45-64.

North, D. (1990). Institutions, Institutional Change, and
Economic Performance. Cambridge University Press.

Norton, R. (2009). Corruption and Public Sector
Performance: A Comparative Analysis. International
Journal of Public Administration, 32(3), 214-232.

Nye, J. (1967). Corruption and Political Development: A
Cost-Benefit Analysis. American Political Science
Review, 61(2), 417-427.

O’Toole, L. J, & Meier, K. J. (2014).
Management:  Organizations, Governance,
Performance. Cambridge University Press.

Ohmae, K. (2013). The End of the Nation-State: The Rise
of Regional Economies. Free Press.

Olken, B. (2007). Monitoring Corruption: Evidence from a
Field Experiment in Indonesia. Journal of Political
Economy, 115(2), 200-249.

Olson, M. (1982). The Rise and Decline of Nations:
Economic Growth, Stagnation, and Social Rigidities.
Yale University Press.

Oxfam. (2014). Corruption and Inequality: The Global
Anti-Corruption Agenda. Oxfam International.

Parmer, K. (2007). Government Corruption and Political
Economy: The Cases of India and China. Political
Economy Journal, 20(4), 349-371.

Passas, N. (2010). Global Corruption and Anti-Corruption
Strategies. European Journal of Criminology, 7(4),
337-353.

Paul, S. (2013). Corruption and Development: A Cross-
National Perspective. Development Policy Review,
31(1), 49-71.

Persson, A. (2012). Corruption and Political Economy:
Empirical Evidence from Developing Nations.
Economic Development and Cultural Change, 60(3),
445-470.

Peters, B. G. (2015). Governance and Corruption: A
Global Perspective. Oxford University Press.

Piotrowicz, R. (2011). Corruption and International Law:
A Comparative Study. Routledge.

Pritchett, L., & Khwaja, A. (2004). Corruption and the
Costs of Political Connections. Quarterly Journal of
Economics, 119(3), 717-738.

Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic
Traditions in Modern Italy. Princeton University
Press.

Ramaswamy, K. (2006). Corruption and Development:
The Role of Governance. Global Development
Journal, 11(2), 131-142.

Rose-Ackerman, S. (1999). Corruption and Democracy.
European Journal of Political Research, 35(1), 11-34.

19

Public
and



PAKEHUM: Jurnal lImu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum

Volume 01, Nomor 01, Desember 2024

Rose-Ackerman, S. (2016). Corruption and Government:

Causes, Consequences, and Reform. Cambridge
University Press.

Rothstein, B. (2011). The Quality of Government:
Corruption, Social Trust, and Inequality in
International Perspective. University of Chicago
Press.

Schlichte, K. (2012). Corruption and Governance in
Developing Countries. Cambridge University Press.

Schneider, F. (2003). The Shadow Economy in Europe.
Journal of European Social Policy, 13(2), 127-143.

Tanzi, V. (1998). Corruption Around the World: Causes,
Effects, and Remedies. IMF Working Paper.

Tisdell, C. (2006). Corruption and Development: An
Overview. International Journal of Development
Studies, 2(3), 23-42.

Tisdell, C. (2006). Corruption and Development: An
Overview. International

Transparency International.  (2014). The Global
Corruption Barometer  2014.  Transparency
International.

Transparency International. (2023). Corruption

Perceptions Index 2023. Transparency International.

Treisman, D. (2000). The Causes of Corruption: A Cross-
National Study. Journal of Public Economics, 76(3),
399-457.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).
(2018). Corruption and Crime: A Global Challenge.
UNODC.

van der Meer, T. (2015). Corruption and Governance:
Theories, Issues, and Cases. Palgrave Macmillan.

Van Rijckeghem, C., & Weder, B. (2001). Bureaucratic
Corruption and the Rate of Economic Growth.
Journal of Development Economics, 65(2), 277-287.

Varese, F. (2001). The Corruption of Development: The
Mafia and Economic Growth. Journal of Economic
History, 59(3), 660-681.

Walker, M. (2011). Political Corruption and Economic
Growth: A Global Comparison. Journal of
Development Economics, 94(1), 84-97.

Webb, S. (2005). Corruption and Economic Growth:
Theoretical and Empirical Implications. International
Journal of Economic Theory, 23(1), 45-68.

Weingast, B. R. (1995). The Economic Role of Political
Institutions:  Market-Preserving Federalism and
Economic Development. Journal of Law, Economics,
and Organization, 11(1), 1-31.

Williams, A. (2007). The Causes and Consequences of
Corruption: A Global Perspective. Routledge.

Wilson, J. Q. (1996). Corruption: The Challenge of
American Democracy. Harvard University Press.

— 9 ———

ISSN 3089-3755 (E)

World Bank. (2000). Anticorruption in Transition: A
Contribution to the Policy Debate. The World Bank.

World Bank. (2004). Corruption and Development: The
Linkages and Impact. World Bank Institute.

World Bank. (2011). World Development Report 2011:
Conflict, Security, and Development. World Bank.

Young, E. (2010). Corruption, Governance,
International Law. Oxford University Press.

Zeitz, A. (2013). Corruption, Governance, and Reform: A
Comparative Perspective. Cambridge University
Press.

Zhang, L. (2009). Corruption, Economic Development,
and Governance in Asia. Asian Development Bank
Institute.

Zhao, X. (2014). Corruption and Public Sector
Performance in East Asia. East Asian Economic
Policy Review, 8(2), 132-149.

Zohra, A. (2015). Legal Framework for Corruption
Prevention in Government Institutions. Journal of
Law and Governance, 7(1), 23-41.

Zubair, A. (2008). Corruption and Institutional Reform:
Evidence from Developing Countries. World
Development, 36(4), 672-689.

and

20



